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— TAJUK —

PPN Barang Mewah

ewah menjadi kata yang membingungkan dalam pekan

kemarin. Ini terkait dengan polemik rencana kenaikan
pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Pemerintah yang men-
dapat kritikan berbagai pihak, sebelumnya memilih diam.
Namun pada pekan lalu, setelah bertemu dengan beberapa
anggota DPR, pemerintah memberikan sinyal bahwa PPN
12% tetap diberlakukan namun hanya untuk barang mewah.
Sedangkan barang yang tidak mewah tetap pakai nilai PPN
lama. Inilah yang memunculkan kebingungan, barang apa saja
masuk definisi mewah?

Kata mewah memiliki beberapa makna, di antaranya ke-
kayaan atau kemewahan yang bisa dikatakan memiliki banyak
harta, uang atau barang berharga. Bisa juga disebut elegan
dan indah karena menunjukkan keanggunan, kecantikan dan
keseimbangan. Selain itu, mewah dicirikan sebagai kualitas
tinggi atau memiliki standar yang tinggi dalam hal desain,
bahan, atau kinerja.

Barang apa saja yang dimasukkan dalam kategori di atas
memang masih membingungkan. Karena mewah atau ke-
mewahan bagi banyak orang bersifat subjektif. Sifat subjek-
tif mewah merujuk pada persepsi atau pandangan individu
tentang sesuatu dan bersifat relatif. Hal ini dipengaruhi oleh
selera pribadi, latar belakang budaya, status sosial (kekayaan,
pendidikan dan posisi sosial), pengalaman pribadi (kenangan
dan asosiasi emosional) dan konteks (situasi dan lingkungan
sekitar).

Hal inilah yang membu-
tuhkan definisi mewah perlu
ada batasan sehingga ada
objektivitas di dalamnya.

Pemerintah Namun tetap saja, pasti akan
menuai polemik dalam hal
menyebutkan batasan. Kebingungan inilah

yang harus bisa dijelaskan
atau dijawab pemerintah
dalam pekan ini. Pemerin-
tah berjanji pada pekan ini
akan diumumkan bagaimana
PPN 12% diberlakukan atau
tidak, atau diberlakukan
dalam barang tertentu saja.
Artinya kemungkinan akan

tujuan pengenaan
PPN 12% terhadap
barang mewah
adalah mengurangi
konsumsi barang

ada kebijakan PPN multitarif
mewah dan pada 2025.
mengalihkan PPN 12% untuk barang

mewah adalah kebijakan
pemerintah Indonesia un-
tuk mengenakan pajak lebih
tinggi pada barang-barang

konsumsi ke barang-
barang esensial,

H tertentu yang dianggap
menlngkatkan mewah atau tidak esensial.
pendapatan Pemerintah menyebutkan

tujuan pengenaan PPN 12%
terhadap barang mewah ada-
lah mengurangi konsumsi
barang mewah dan mengali-
hkan konsumsi ke barang-
barang esensial, mening-
katkan pendapatan negara
dari pajak, serta mengurangi
ketimpangan sosial dan ekonomi.

Sedangkan barang mewah yang akan dikenakan PPN 12%
di antaranya mobil mewah, motor mewah, perhiasan emas
dan berlian, jam tangan mewah, kacamata mewah, tas dan
aksesoris mewah, sepatu mewah, pakaian dan tekstil mewah,
elektronik mewah (misalnya, smartphone dan laptop mewah),
dan barang seni dan antik. Namun inilah yang memantik ke-
bingungan untuk beberapa barang di atas. Harus ada batasan
mewah seperti apa agar lebih menilai objektif bukan subjektif.
Misalnya mobil dan motor murah. Apa kategori mewah untuk
dua barang di atas? Sedangkan beberapa mobil dan motor
dikendarai oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Apakah kendaraan tersebut juga disebut mewah?

Sebagian pihak menilai kebijakan PPN multitarif mulai
2025 dinilai rumit dan tidak efisien, karena ada dua tarif,
yakni 11% dan 12%. Selain itu, skema ini tidak ada dalam
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Selain itu, kebijakan tetap akan membebani ekonomi, karena
menyasar sejumlah industri, seperti industri mobil. Kon-
sumen akan menunda pembelian mobil, karena kenaikan PPN
dibarengi dengan pemberlakuan pajak opsen daerah, sehingga
membuat harga melonjak.

Ujungnya, pabrik mobil akan mengurangi produksi dan
bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Sektor prop-
erti juga akan terguncang, mengingat saat ini mendapatkan
insentif PPN ditanggung pemerintah. 1

negara dari pajak,
serta mengurangi
ketimpangan sosial
dan ekonomi.

— POJOK IDE —

Menteri UMKM: Penghapusan utang hanya untuk UMKM
yang tak lagi mampu bayar.
Cegah tangkal moral hazard.

PGRI: Guru harus miliki kompetensi kepribadian dan sosial.
Guru digugu lan ditiru (dipatuhi dan panutan).
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‘ ‘ 2025, kita belum menganggarkan adanya kenaikan
iuran BPJS. Saya rasa kalau dilihat dari kondisi
keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap).

Hukum Memungut

PPN

12%

Rencana kenaikan tarif PPN 12% tahun 2025 yang didasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 8/1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai dan perubahannya dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menuai protes
hingga muncul petisi “tolak PPN 12%”. Itu semua disebabkan kondisi ekonomi yang tidak baik, serta daya beli

masyarakat yang merosot, khususnya pasca-pandemi Covid-19. Beban bertambah lagi dengan berbagai tanggungan

masyarakat, antara lain rencana kenaikan BBM, tarif listrik, transportasi publik, uang kuliah tunggal, dan iuran BPJS.

Oleh: Dr Wirawan B. llyas *)
dan Dr Richard Burton **)

PR pun angkat suara

dengan menyatakan,

tarif PPN bisa diubah

paling rendah 5%,

paling tinggi 15%,
sesuai Pasal 7 ayat (3) UU HPP.
Suara itu hendak menyatakan, ta-
rif PPN menjadi 12% bukan nilai
yang harus dilaksanakan, seka-
lipun telah dirumuskan dalam
UU HPP.

Rumusan norma Pasal 7 ayat
(3) UU HPP sesungguhnya hen-
dak menyatakan, pungutan PPN
adalah seni, ibarat mencabut
bulu angsa sebanyak-banyaknya
dengan teriakan angsa sekecil-
kecilnya.

Dari sisi hukum, seni pungu-
tan pajak sejalan dengan yang
dikatakan Ehrlich pada cara pan-
dang menilai hukum (baca: UU)
sebagai aturan yang hidup di
masyarakat. Petisi “tolak PPN
12%” serta protes banyak pen-
gusaha lainnya merupakan bukti
atau fakta hukum sebagai keny-
ataan sosial, yang istilah latin
dikenal Vox Populi, Vox Dei (suara
rakyat adalah suara Tuhan).
Dengan demikian, mestinya jadi
acuan dalam merumuskan norma
hukum.

Ubah Tarif Wujud Living Law

Keresahan publik atas rencana
pemberlakuan PPN 12% tidak
lepas dari persoalan ekonomi.
Kenyataan sosial itulah yang
dinyatakan Ehrlich secara ekono-
mis karena ekonomi merupakan
basis seluruh kehidupan manusia.
Itu sebabnya, ekonomi bersifat
menentukan bagi aturan hukum
yang dinyatakan dalam besaran
tarif 5% dan 15% dalam Pasal 7
ayat (3) UU HPP.

Artinya, kebutuhan atas target
APBN di tahun 2025 dan selan-
jutnya tidak melulu dinilai dalam
tataran berpikir tarif 12% harus
dijalankan karena telah dinya-
takan dalam UU HPP. Mengapa?
Karena tarif PPN harus dinilai
juga dalam cara berpikir manusia
yang bergumul dengan kehidupan
sehari-hari, kerap disebut sebagai
hukum yang hidup di masyarakat

(living law).

Ketika pemerintah hendak
‘memaksakan’ tarif 12% ditera-
pkan tahun 2025, maka pemer-
intah telah mengabaikan living
law yang ada karena pemerintah
hanya melihat hukum sebagai
aturan yang tertutup (formal-
legalistik). Padahal, hukum (UU
HPP) juga bisa dinilai sebagai
aturan yang terbuka yang meny-
entuh mosaik sosial-kemanusiaan
melalui wujud tarif 5% dan 15%.

Jadi, tekanan publik supaya
pemerintah membatalkan pem-
berlakuan tarif PPN 12% menjadi
dapat dipahami. Terlebih sinisme
publik yang ‘mencurigai’ gemukn-
ya pemerintahan (kementerian
dan badan) yang butuh anggaran
besar, semakin menekan pemer-
intah untuk segera mengambil
langkah bijak tanpa takut dikritik
(disalahkan) telah melanggar UU.

Langkah menerbitkan Pera-
turan Pemerintah (PP) yang dis-
ebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) UU
HPP, menurut penulis merupakan
solusi tepat menilai pungutan
pajak (PPN 12%) sebagai hu-
kum dalam makna tatanan karya
sosial, yang digaungkan Leon
Duguit, filsuf hukum Perancis
(1859-1928).

Makna filosofis diterbitkannya
PP sebagai perundang-undangan
tidak dimaknai dalam posisi men-
ciptakan hukum, tetapi hanya men-
gungkapkan norma hukum diben-
tuk oleh kesadaran dari kelompok-
kelompok sosial yang ada. Mau
tidak mau, rumusan norma yang
dimunculkan akan mengganti tarif
12% menjadi dibawah 12% (sampai
batas nilai 5%).

Apabila Presiden Prabowo
Subianto bisa mewujudkannya,
maka ia telah menilai makna hu-
kum tidak tunggal. Hukum tidak
hanya dimaknai sebagai makna
formal-legalistik, misalnya lang-
sung menerapkan tarif 12% (Pasal
7 ayat (1) UUHPP), melainkan
sebagai living law bahkan tatanan
karya sosial yang digagas Duguit.

Keberpihakan Pajak

Memungut pajak adalah seni
bagaimana mengambil uang (pajak)
dari saku seseorang namun oranag
tersebut tetap senang (tidak susah
atau marah), seperti ungkapan,
“ibarat mencabut bulu angsa se-
banyak-banyaknya dengan teriakan
angsa sekecil-kecilnya”.

Lazimnya, pungutan PPN akan
berdampak pada kondisi ekonomi
dan daya beli masyarakat. Kalau
begitu, pertanyaan pokoknya,
hendak berpihak kepada siapa

rencana penerapan tarif PPN
12%? Sederhananya, apakah ter-
tuju pada keberpihakan pada tar-
get penerimaan semata? Apakah
juga berpihak pada kemanfaatan
banyak masyarakat?

Lagi-lagi, dua pertanyaan ter-
sebut mengandung pertanyaan
lanjutan. Misalnya, bagaimana
mungkin tarif 12% akan memberi
manfaat bagi kemanfaatan banyak
masyarakat? Sebab, masyarakat
yang banyak itu tidak memiliki ke-
mampuan membeli produk yang
terkena PPN. Masyarakat yang
banyak itu malah punya beban.

Lagi-lagi harus dikatakan,
fokus keberpihakan pajak bukan
bicara pada konsep kenaikan tarif
(tarif PPN), melainkan konsep
keberpihakan menilai dan me-
mahami masyarakatnya dalam
hubungan hukum di masyarakat
itu sendiri.

Keterlibatan negara (pen-
guasa/pemerintah) mengatur
atas dasar kewenangan sebagai
penguasa bersifat paksa atas
dasar UU, tidak mungkin mampu
memberi ruang sejahtera. Karena
hukum yang dipahami masyarakat
bukan sebatas teks yang muncul
dalam UU. Teks norma tarif PPN
10%, 11% dan 12%, buat mereka
bukan hukum karena memberi
beban tidak adil. Keberpihakan
pajak mesti memberikan ruang
keadilan yang wujudnya tidak
melulu nilai tarif terus naik tetapi
juga bisa turun.

Maka, keberpihakan pajak
sejatinya sudah terbentuk dalam
rumusan norma Pasal 7 ayat (3)
UU HPP, yang nilainya bisa turun
jadi 5%, dan bisa naik jadi 15%.
Maka, kesan memaksa dengan
menerapkan tarif 12% di tahun
2025, menjadi beban ekonomis
yang sulit dipahami.

Keberpihakan pajak bagi
masyarakat dengan daya beli yang
sulit (merosot) tidak pernah akan
terwujud jika pemerintah terus
memaksakannya dengan argu-
mentasi tarif 12% “sudah diatur
UU”. Argumentasi demikian tidak
sejalan dengan makna ‘keseim-
bangan kepentingan’.

Boleh jadi, kasus pajak yang
terjadi di Boyolali terkait UD
Pramono yang menuai polemik
di masyarakat, menjadi contoh
sederhana betapa sulitnya me-
maknai ‘keberpihakan pajak’.

Simpulan dan Saran

Hukum memungut PPN dengan
tarif 12% merupakan tindakan pe-
maksaan yang tidak tepat karena
menimbulkan kesalahan membaca

hukum (UU). Terlebih dikaitkan
dengan kondisi ekonomi dan daya
beli masyarakat yang merosot akan
lebih merosot lagi yang secara so-
siologis berpotensi terjadi berbagai
dampak sosial.

Karenanya, cara membaca ke-
naikan tarif 12% harus juga dibaca
dalam makna turunnya tarif men-
jadi 5% sesuai kondisi masyarakat
yang dimaknai sebagai hukum yang
hidup (living law). Untuk itulah
Presiden Prabowo layak mengkaji
ulang rencana kenaikan tarif PPN
tersebut dengan fokus pada ber-
bagai alternatif fiskal, baik dari
sisi penerimaan negara, dengan
memperluas portofolio sumber
penerimaan sektor perpajakan, bea
dan cukai dan penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) maupun dari
sisi belanja negara berupa gerakan
efisiensi nasional di segala lini,
termasuk struktur kabinet yang
gemuk berkaitan langsung dengan
meningkatnya fixed cost yang mem-
bebani belanja negara.

Target penerimaan pajak meru-
pakan fungsi dari belanja negara.
Dengan meningkatnya belanja ne-
gara pasti berakibat meningkatnya
target penerimaan pajak. Menurut
amatan penulis dilapangan, selama
ini kurang efektif usaha penggalian
dan kontrol atas kebocorannya sisi
penerimaan. PNBP sebagai pasive
income yang tersebar di berbagai
sektor ekonomi dan berbagai ke-
menterian, lembaga perlu menda-
pat perhatian serius.

Penggalian dan strategi opti-
malisasi penerimaan negara harus
fokus dan terkoordinasi dengan
baik yang langsung berada di bawah
Presiden dalam suatu kementerian/
badan khusus. Koordinasi, sinkro-
nisasi dan integrasi di tingkat men-
teri dan ketua lembaga merupakan
hal yang mendesak. Tidak mungkin
level direktur jenderal melakukan
koordinasi dengan para menteri
dan ketua lembaga. Di samping itu,
sebagai National Revenue Center,
pengukuran kinerja lebih mudah.
Pada akhirnya Presiden diharapkan
segera mengkaji ulang rencana
kenaikan tarif PPN demi kebaikan
bersama.
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